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This study examines the impact of financial digitalization on poverty rates in seven 

ASEAN countries (ASEAN-7) over the 2014–2024 period. The research aims to 

assess whether digital payments help reduce poverty while accounting for key 

economic and labor-market factors. Using panel data (cross-country and time-
series) and a fixed effects (FEM) panel regression, the study models poverty as the 

dependent variable and digital payments, GDP per capita, mobile phone users, and 

unemployment as independent variables. show that digital payments significantly 
and negatively affect poverty levels. GDP per capita has a negative and significant 

effect on poverty. Meanwhile, mobile phone users do not significantly affect 

poverty levels. Conversely, the unemployment rate has a positive and strong effect 
on poverty. The main conclusion is that strengthening the digital financial 

ecosystem can support poverty reduction, but its effectiveness depends on 

complementary improvements in the quality of economic growth and labor-market 

conditions to ensure sustained poverty alleviation. 
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Penelitian ini menganalisis pengaruh digitalisasi keuangan terhadap tingkat 
kemiskinan di tujuh negara ASEAN (ASEAN-7) selama periode 2014–2024. 

Tujuan penelitian adalah menguji peran pembayaran digital dalam menurunkan 

kemiskinan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan pasar kerja. Penelitian 

menggunakan data panel (lintas negara dan runtut waktu) dan dianalisis melalui 

regresi data panel model Fixed Effect (FEM). Variabel yang digunakan meliputi 

tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, serta pembayaran digital, GDP per 
kapita, pengguna ponsel, dan tingkat pengangguran sebagai variabel independen. 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembayaran digital signifikan mempengaruhi 

tingkat kemiskinan secara negatif. Variabel GDP per kapita terhadap kemiskinan 
berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara pengguna ponsel tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran 

berpengaruh positif dan kuat terhadap kemiskinan. Kesimpulan utama penelitian 
ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem keuangan digital dapat mendukung 

pengentasan kemiskinan, namun perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja agar dampaknya lebih 

berkelanjutan. 
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1. Pendahuluan  

Berbagai layanan keuangan seperti peminjaman Tingkat 

Kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan 

krusial yang menghambat pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) di kawasan Asia Tenggara 

[1]. Sebagai fenomena multidimensi, Tingkat 

Kemiskinan tidak hanya mencerminkan 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

konsumsi, tetapi juga representasi dari kegagalan 

sistemik dalam mengakses peluang ekonomi, layanan 

sosial, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat [2]. 

Pada konteks ASEAN, Tingkat Kemiskinan mengambil 

wajah yang kompleks berkisar dari Tingkat Kemiskinan 

ekstrem di perdesaan yang ditandai oleh kerentanan 

pangan dan keterbatasan infrastruktur, hingga Tingkat 

Kemiskinan urban yang dikarakterisasi oleh 

informalitas pekerjaan dan eksklusi dari layanan 

keuangan formal, meskipun pertumbuhan ekonomi 

regional menunjukkan performa impresif dengan rata-

rata 4,8% per tahun dalam dekade terakhir, tingkat 

kemiskinan di kawasan ini masih mencatat angka yang 

mengkhawatirkan [3]. Asian Development Bank 

mengungkapkan bahwa 45 juta penduduk di tujuh 

negara ASEAN berkembang (ASEAN-7) yang terdiri 

dari Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, 

Kamboja, dan Myanmar masih hidup di bawah garis 

Tingkat Kemiskinan internasional USD 2,15 per hari 

[4].  

Persistensi tingkat kemiskinan ini paradoksal mengingat 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama dua 
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dekade [5]. Fenomena ini mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi aggregate tidak secara otomatis 

ditranslasikan menjadi pengurangan tingkat kemiskinan 

yang dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal 

sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif. Disparitas 

tingkat kemiskinan antar negara asean-7 menunjukkan 

kesenjangan yang sangat signifikan [6]. 

Beberapa faktor struktural menjelaskan paradoks ini:  

a) pertama, pertumbuhan ekonomi yang 

terkonsentrasi di sektor-sektor dengan penciptaan 

lapangan kerja terbatas seperti ekstraksi sumber 

daya alam dan manufaktur padat modal;  

b) kedua, ketimpangan akses terhadap aset produktif 

seperti lahan, modal, dan pendidikan yang 

menyebabkan kelompok miskin tidak dapat 

berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi;  

c) ketiga, eksklusi keuangan (financial exclusion) 

yang membatasi kemampuan masyarakat miskin 

untuk mengakses kredit, asuransi, dan instrumen 

keuangan lainnya yang dapat meningkatkan 

kapasitas ekonomi mereka.  

Tingkat kemiskinan sebagai fenomena 

multidimensional dapat dipahami melalui kerangka 

teoretis dari lingkaran setan kemiskinan yang dicetuskan 

oleh Nurkse, di mana rendahnya tabungan, investasi, 

dan produktivitas menjadi penyebab terperangkapnya 

individu dalam tingkat kemiskinan [7]. Dinamika ini 

sering kali memperburuk keadaan melalui jebakan 

tingkat kemiskinan yang menghambat individu karena 

keterbatasan modal, pendidikan, dan akses kepada 

teknologi [8]. Digitalisasi keuangan berperan penting 

sebagai shock positif yang memiliki potensi untuk 

memutus siklus tingkat kemiskinan tersebut. 

Inklusi keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Bank 

Dunia, memberikan akses terhadap layanan keuangan 

yang terjangkau, yang selanjutnya mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui alokasi modal yang lebih 

efisien dan mengurangi hambatan bagi pengusaha 

miskin [9]. Pada konteks ini, teori financial deepening 

menegaskan bahwa adopsi teknologi digital mampu 

menurunkan biaya transaksi dan memperluas jangkauan 

layanan keuangan [10]. Akses yang lebih baik dan 

inklusif terhadap layanan keuangan dapat mengurangi 

asimetri informasi melalui penggunaan algoritma credit 

scoring yang lebih baik. Ini mencakup mekanisme 

seperti akses ke tabungan formal, kredit untuk usaha 

kecil menengah (UMKM), efisiensi dalam pembayaran, 

serta informasi pasar yang lebih baik [8].  

Studi menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan mampu 

mengatasi hambatan tradisional di pasar finansial 

dengan menurunkan biaya transaksi dan memungkinkan 

akses yang lebih luas ke, tabungan, dan asuransi mikro. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inklusi 

keuangan berhubungan erat dengan pengurangan tingkat 

kemiskinan dan pengangguran [7]. Namun, masih 

terdapat perdebatan mengenai seberapa besar dampak 

inklusi keuangan terhadap pengentasan tingkat 

kemiskinan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil 

yang beragam [11]. Digitalisasi keuangan menyediakan 

jalan bagi individu dan komunitas untuk melampaui 

batasan yang ditetapkan oleh ketidakmampuan untuk 

mengakses sumber daya keuangan, memberikan 

kesempatan untuk memecahkan lingkaran setan tingkat 

kemiskinan. Dengan demikian, menciptakan strategi 

inklusi keuangan yang lebih mendalam melalui adopsi 

teknologi digital akan sangat penting dalam upaya 

pengentasan tingkat kemiskinan di kawasan ASEAN 

[12].

Tabel 1. Profil Tingkat Kemiskinan dan Digitalisasi Keuangan Negara ASEAN-7 (2014-2023) 

Negara 

TK 

2014 
(%) 

TK 

2023 
(%) 

DP 2014 

(USD 
Miliar) 

DP 2023 

(USD 
Miliar) GR (%) 

GDP 
(USD) 

GDP 

2023 
(USD) 

PP 
2014 

PP 
2023 

TP 2014 
(%) TP (%) 

Thailand 10,5 6,3 2,50 22,8 812 5,970 7,232 139,6 186,2 0,8 1,2 

Indonesia 11,3 9,4 4,80 52,3 989 3,532 4,788 125,6 135,7 5,9 5,3 

Filipina 21,6 18,1 1,20 12,4 933 2,871 3,905 111,0 145,3 6,8 4,5 

Vietnam 13,5 4,8 0,90 18,9 2,00 2,052 4,163 134,8 153,2 2,1 2,3 

Laos 23,2 18,3 0,05 0,9 1,70 1,813 2,128 67,4 98,3 1,4 1,0 

Myanmar 24,8 24,6 0,08 1,2 1,40 1,204 1,187 89,2 114,6 4,0 5,1 

Kamboja 17,7 10,2 0,15 2,3 1,43 1,158 1,828 133,4 129,8 0,2 0,5 

ASEAN-7 14,7 11,3 9,70 110,8 1,04 2,943 4,165 114,4 137,5 3,0 2,8 

Pada Tabel 1, tingkat kemiskinan di ASEAN-7 

bervariasi dari 4,8% (Vietnam) hingga 24,6% 

(Myanmar), mencerminkan perbedaan pembangunan, 

efektivitas kebijakan, dan kondisi sosio-politik. 

Thailand dan Vietnam mencatat kemiskinan <7%, 

sedangkan Myanmar, Laos, dan Filipina masih tinggi 

(>18%). Selain itu, working poor mencapai sekitar 38% 

pekerja di ASEAN-7, menandakan kemiskinan juga 

dipicu produktivitas rendah, upah tidak layak, dan 

informalitas pasar kerja 7 [13]. Sekitar 65% pekerja 

berada di sektor informal tanpa kontrak formal, jaminan 

sosial, dan akses layanan keuangan formal, sehingga 

memperkuat perangkap kemiskinan [14]. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan negatif 

antara digitalisasi dan tingkat kemiskinan, terutama 

dalam konteks transfer remitansi dan teknologi 

keuangan [15]. Selain itu, suatu penelitian 

mengidentifikasi bahwa pengurangan biaya transaksi 

melalui layanan penggunaan ponsel telah meningkatkan 
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pendapatan petani di Afrika antara 10% hingga 20%, 

yang mengindikasikan bahwa teknologi keuangan 

efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

[16]. Selanjutnya, terdapat penelitian yang mendapatkan 

adanya peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 

22% yang dikaitkan dengan penggunaan penggunaan 

ponsel, yang mencerminkan pengaruh positif teknologi 

digital terhadap pengeluaran rumah tangga [15]. 

Pada kawasan Asia, tidak ada bukti yang mendukung 

klaim bahwa inklusi digital mampu mengurangi tingkat 

kemiskinan di Uganda sebesar 15% [17]. Temuan ini 

menyoroti pentingnya akses teknologi dalam 

mendukung perkembangan ekonomi masyarakat yang 

terpinggirkan. Namun, terdapat kekurangan dalam 

penelitian di wilayah ASEAN, yang sebagian besar 

terbatas pada analisis lintas seksi (cross-sectional data) 

dan tidak memanfaatkan data panel [18]. Ini 

menyiratkan adanya gap penelitian yang perlu diisi 

untuk memahami hubungan kompleks antara 

digitalisasi, inklusi keuangan, dan tingkat kemiskinan di 

ASEAN. 

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh tiga 

konteks global dan regional. Pertama, target SDGs 2030 

untuk mengakhiri tingkat kemiskinan ekstrem hanya 

tersisa 5 tahun, namun proyeksi terkini menunjukkan 

ASEAN-7 tidak akan mencapai target tanpa akselerasi 

kebijakan yang signifikan [19]. Kedua, pandemi 

COVID-19 telah membalikkan capaian pengurangan 

tingkat kemiskinan selama satu dekade, dengan 5,2 juta 

orang di ASEAN-7 jatuh kembali ke tingkat kemiskinan 

pada 2020-2021, yang menunjukkan kerentanan 

struktural yang memerlukan solusi inovatif [20]. Ketiga, 

revolusi digital menawarkan peluang leap frogging yang 

belum pernah ada sebelumnya, namun potensi ini belum 

dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan 

pemahaman empiris tentang mekanisme dampaknya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada 

pengujian pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat 

kemiskinan. Secara khusus, penelitian ini 

mempertanyakan apakah pembayaran digital 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, apakah 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan, apakah penggunaan ponsel berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan, serta apakah tingkat 

pengangguran berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan. 

2. Metode Penelitian 

Metode analisis data panel digunakan dalam penelitian 

ini yang merupakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

ini menggunakan variabel dependen yaitu tingkat 

Tingkat Kemiskinan, kemudian variabel independen 

yang digunakan diantaranya pembayaran digital, PDB 

per kapita, pengguna penggunaan ponsel, dan tingkat 

pengangguran. Penelitian ini menggunakan rentang 

waktu data mulai dari tahun 2014 hingga 2024 dengan 7 

negara ASEAN sebagai wilayah penelitian yaitu 

Indonesia, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Thailand, 

dan Kamboja. Sumber data sekunder yang digunakan 

berasal dari Bank Dunia. Spesifikasi persamaan dalam 

metode penelitian yang menggunakan model regresi 

data panel pada Persamaan (1): 

𝑇𝐾ᵢₜ =  𝛼 +  𝛽₁ 𝑃𝐷ₜ +  𝛽₂ 𝑃𝐷𝐵ᵢₜ +  𝛽₃ 𝑃𝑃ᵢₜ +
 𝛽₄ 𝑇𝑃ᵢₜ +  𝜇ᵢ +  𝜆ₜ +  𝜀ᵢₜ   (1) 

Dimana Tingkat Kemiskinan (TK) merupakan 

persentase populasi yang hidup di bawah garis Tingkat 

Kemiskinan nasional. PD adalah persentase yang 

menggunakan pembayaran digital. PDB adalah PDB per 

kapita (Current USD). PP adalah pengguna Penggunaan 

Ponsel. TAPI adalah tingkat pengangguran. α 

merupakan konstanta; β₁, β₂, ..., β4 merupakan koefisien 

regresi; μᵢ merupakan efek spesifik negara (country fixed 

effect); λₜ adalah efek spesifik waktu (time fixed effect); 

εᵢₜ merupakan error term. 

Penelitian ini melakukan serangkaian pengujian untuk 

menentukan model data panel yang paling tepat. 

Pertama, dilakukan uji Chow untuk mengidentifikasi 

apakah model yang sesuai. Selanjutnya, untuk 

memastikan model yang dipilih adalah Fixed Effect 

Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) maka 

dilakukan uji Hausman. Apabila hasil uji Hausman 

menunjukkan bahwa REM lebih tepat, maka analisis 

dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier guna 

menentukan apakah model akhir yang digunakan adalah 

Random Effect Model (REM) atau Common Effect 

Model (CEM). 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pemilihan Model 

Pertama, dilakukan uji Chow dalam menentukan model 

penelitian yang terbaik, dilanjutkan uji Hausman, dan uji 

Lagrange Multiplier jika diperlukan. Pada tahap uji 

Chow, apabila nilai P-Value lebih besar dari tingkat 

signifikansi (α = 5%), maka model yang sesuai adalah 

CEM. Sebaliknya, jika P-Value lebih kecil dari tingkat 

signifikansi, maka FEM dipilih sebagai model yang 

tepat. Pada penelitian ini, hasil uji Chow menunjukkan 

bahwa FEM merupakan model terbaik sehingga analisis 

dilanjutkan ke uji Hausman. Pada Uji Hausman, jika P-

Value melebihi tingkat signifikansi (α = 5%), maka 

model yang digunakan adalah REM. Sedangkan apabila 

P-Value berada di bawah tingkat signifikansi, maka 

FEM menjadi model yang dipilih. Hasil uji dapat dilihjat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Uji Pemilihan Model 

Uji P-Value Model 

Chow < 0,05 (0,000000) FEM 

Hausman < 0,05 (0,000000) FEM 

Lagrange Multiplier - - 

3.2. Analisis Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, model yang 

memenuhi syarat untuk dilakukan regresi FEM. Tabel 3 



 

Indah Susilowati, dkk 

 

Journal of Economics and Management Scienties, 8(2), 535-540 

538 

 

 

merupakan tabel hasil estimasi regresi data panel dengan 

model FEM.  

Tabel 3. Hasil Pengujian Fixed Effect Model 

 Variabel  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0,604216 0,131591 4,591635 0,0000 

PD -0,040034 0,018042 -2,218961 0,0299 
PDB 0,049900 0,016945 -2,944927 0,0045 

PP -1,32E-05 0,000120 -0,110191 0,9126 

TP  1,020239 0,234839 4,344417 0,0000 

R-squared  0,986816   

Adjusted R-squared 0,984819   

S.E. of regression 0,011923   
Sum squared resid 0,009383   

Log likelihood  237,728800   

F-statistic  494,011000 
 Prob(F-statistic)  0,000000   

FEM adalah model yang paling cocok untuk uji 

penelitian ini. Persamaan regresi data panel untuk 

penelitian ini yaitu pada Persamaan (2). 

𝑇𝐾 =  0,604216 −  0,040034 ∗ 𝑃𝐷 −  0,049900 ∗
𝑃𝐷𝐵 −  1,32𝐸 − 05 ∗ 𝑃𝑃 +  1,020239 ∗ 𝑇𝑃  (2) 

Persamaan dari hasil regresi data panel dengan nilai 

konstanta sebesar 0,604216 yang artinya bahwa tanpa 

adanya variabel pembayaran digital, PDB, penggunaan 

ponsel, dan tingkat pengangguran, maka tingkat 

kemiskinan dapat meningkat sebesar 0,6%. Penjelasan 

untuk masing-masing variabel sebagai berikut: 

a) Pada variabel Pembayaran Digital menunjukkan 

nilai koefisien sebesar –0,040034, yang 

mengartikan bahwa setiap kenaikan 1% pada 

penggunaan Pembayaran Digital, menyebabkan 

penurunan pada Tingkat Kemiskinan sebesar 0,04% 

dengan mengasumsikan ceteris paribus. 

b) Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi atau PDB per 

kapita menunjukkan nilai koefisien sebesar –

0,049900, yang mengartikan bahwa setiap kenaikan 

1% pada GDP, menyebabkan penurunan pada 

Tingkat Kemiskinan sebesar 0,049% dengan 

mengasumsikan ceteris paribus. 

c) Pada variabel Penggunaan Ponsel menunjukkan 

nilai koefisien sebesar -1,32E-05, yang mengartikan 

bahwa setiap kenaikan 1 unit Penggunaan Ponsel, 

menyebabkan penurunan pada Tingkat Kemiskinan 

sebesar 0,0000132% dengan mengasumsikan 

ceteris paribus. 

d) Pada variabel Tingkat Pengangguran menunjukkan 

nilai koefisien sebesar 1,020239, yang mengartikan 

bahwa setiap kenaikan 1 persen pengangguran 

maka, menyebabkan peningkatan pada Tingkat 

Kemiskinan sebesar 1,02% dengan mengasumsikan 

ceteris paribus. 

3.3. Pengujian Hipotesis 

3.3.1. Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 

0,986616. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,66% 

variasi pada variabel dependen Tingkat Kemiskinan 

mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model, yaitu Pembayaran Digital, Pertumbuhan 

Ekonomi, Penggunaan Ponsel, dan Tingkat 

Pengangguran, sedangkan sisanya sekitar 1,34% 

dijelaskan oleh faktor lain di luar model atau error. Nilai 

Adjusted R-square sebesar 0,984819 juga tetap sangat 

tinggi, yang berarti setelah dikoreksi terhadap jumlah 

variabel dan sampel, kemampuan penjelasan model 

masih kuat sehingga model dapat dikatakan memiliki 

daya jelaskan yang sangat baik. 

3.3.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) pada taraf signifikansi 5%, variabel 

Pembayaran Digital memiliki nilai probabilitas 0,0299 

(<0,05) dengan koefisien -0,040034, sehingga 

Pembayaran Digital berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya, ketika 

Pembayaran Digital meningkat, maka Tingkat 

Kemiskinan cenderung menurun dengan asumsi 

variabel lain konstan. Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

memiliki probabilitas 0,0045 (<0,05) dengan koefisien 

0,049900, sehingga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan arah 

pengaruh sesuai tanda koefisien pada model. Sementara 

itu, variabel Penggunaan Ponsel memiliki probabilitas 

0,9126 (>0,05) dengan koefisien -1,32E-05, yang berarti 

Penggunaan Ponsel tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Tingkat Kemiskinan. Adapun variabel 

Tingkat Pengangguran memiliki probabilitas 0,0000 

(<0,05) dan koefisien 1,020239, sehingga Tingkat 

Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Tingkat Kemiskinan, yaitu peningkatan 

Tingkat Pengangguran diikuti peningkatan Y ketika 

variabel lain dianggap tetap. 

3.3.3. Uji Simultan (Uji F) 

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Prob(F-statistic) 

sebesar 0,000000 (<0,05) dengan F-statistic sebesar 

494,0110. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Y 

dipengaruhi secara simultan oleh variabel Pembayaran 

Digital, Pertumbuhan Ekonomi, Penggunaan Ponsel, 

dan Tingkat Pengangguran. Berdasarkan hasil temuan 

ini, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen dalam penelitian ini 

layak dijelaskan oleh model regresi.  

3.4. Pembahasan 

3.4.1. Pengaruh Pembayaran Digital terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 7 Negara ASEAN 

Pembayaran digital memiliki koefisien sebesar -0,04 

yang mengartikan bahwa setiap peningkatan 1% 

pengguna pembayaran digital (e-payment), Tingkat 

Kemiskinan menurun sekitar 0,04 poin. Berdasarkan 

sudut pandang makroekonomi, menjelaskan bahwa 

inklusi keuangan digital ini akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan mengurangi 
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adanya ketimpangan pendapatan, dan selanjutnya akan 

menurunkan tingkat kemiskinan [21].  

Akses dan penggunaan layanan dasar keuangan dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan 

ketahanan dan perbaikan kehidupan pada masyarakat 

miskin. Hal ini disebabkan fasilitas keuangan sehari hari 

yang dapat dirasakan yaitu dalam bentuk transfer 

pemerintah dan layanan publik lainnya, pembayaran 

tagihan, dan pendapatan upah dalam bentuk transfer. 

Adanya fasilitas layanan keuangan tersebutlah yang 

berpotensi pada peningkatan penghasilan investasi pada 

pendidikan, kesehatan, perumahan, tabungan dasar, 

pinjaman, serta produk asuransi [22]. Jadi, dengan 

melakukan digitalisasi pada layanan keuangan mampu 

memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan 

keuangan formal, mengurangi biaya transaksi, dan 

memberikan peluang ekonomi baru. 

3.4.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Tingkat Kemiskinan di ASEAN 

PDB per kapita memiliki koefisien –0,049900 dan 

signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa GDP 

terhadap kemiskinan berpengaruh negatif. Artinya, 

pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan 

GDP per kapita berkontribusi pada penurunan Tingkat 

Kemiskinan [23]. Pertumbuhan ekonomi mendorong 

peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan 

kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan 

sosial yang lebih baik yang dapat berkontribusi pada 

penurunan tingkat kemiskinan [24]. Peningkatan GDP 

per kapita menurunkan tingkat kemiskinan karena 

mencerminkan naiknya pendapatan rata-rata masyarakat 

dan menguatnya aktivitas ekonomi yang menciptakan 

lebih banyak kesempatan kerja. Ketika pendapatan 

nominal meningkat, daya beli rumah tangga miskin 

bertambah sehingga mereka lebih mampu memenuhi 

kebutuhan dasar dan keluar dari garis tingkat 

kemiskinan ekstrem. Selain itu, pertumbuhan GDP 

memperbesar kapasitas fiskal pemerintah untuk 

menyediakan bantuan sosial, subsidi, dan transfer tunai 

yang langsung menyasar kelompok berpendapatan 

rendah. Dengan naiknya pendapatan, bertambahnya 

lapangan kerja, dan menguatnya dukungan pemerintah, 

peningkatan GDP per kapita menjadi faktor penting 

dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan di negara-

negara ASEAN. 

3.4.3. Pengaruh Penggunaan Ponsel terhadap Tingkat 

Kemiskinan di ASEAN 

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, variabel 

Pengguna Ponsel menunjukkan koefisien –1,32E-05 

dengan P-Value 0,9126 yang berarti tidak signifikan 

secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya 

penetrasi telepon seluler belum cukup berkontribusi 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa penggunaan telepon seluler tidak 

selalu berkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif, 

karena sebagian besar penggunaan masih berfokus pada 

hiburan dan komunikasi, bukan layanan keuangan atau 

usaha. Meskipun ponsel dapat digunakan dalam akses 

program dukungan sosial, bantuan pemerintah, dan 

pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun 

memiliki ponsel saja belum cukup menjadi faktor utama 

dalam mengentaskan tingkat kemiskinan. Banyak faktor 

lain yang sejatinya juga menjadi penentu dalam 

mengentaskan tingkat kemiskinan, diantaranya seperti 

pendidikan, pendapatan, dan infrastruktur lokal [25]. 

Penggunaan ponsel dapat berkontribusi pada penurunan 

tingkat kemiskinan apabila ponsel digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas ekonomi, misalnya pada 

perluasan akses pada informasi pasar, kesempatan kerja, 

dan layanan keuangan digital yang dapat mendorong 

arus keuangan yang lebih cepat. Ponsel memberikan 

kesempatan pada para petani dan pedagang dalam 

mengakses kondisi pasar terkini, kondisi cuaca yang 

mendukung pertanian, dan perluasan pada perdagangan. 

3.4.4. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap 

Tingkat Tingkat Kemiskinan di ASEAN 

Terakhir, variabel pengangguran memiliki koefisien 

positif sebesar 1,020239 dengan nilai P-Value 0,0000 

yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kenaikan tingkat pengangguran secara langsung 

meningkatkan Tingkat Kemiskinan di negara ASEAN 

[22]. Hasil ini logis secara ekonomis dikarenakan 

pengangguran menggambarkan hilangnya pendapatan 

rumah tangga, menurunnya daya beli, dan melemahnya 

ketahanan ekonomi keluarga, sehingga tingkat 

kemiskinan meningkat. Ketika pekerja kehilangan 

pekerjaan, pendapatan para pekerja turun drastis bahkan 

tidak memiliki pendapatan sehingga konsumsi dan 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menyusut, 

mendorong lebih banyak rumah tangga ke turun ke 

bawah garis kesejahteraan [26]. Kehilangan pekerjaan 

mendorong perpindahan kelompok dari menengah ke 

dalam kelompok tingkat kemiskinan selama terjadinya 

guncangan ekonomi dan menyoroti bahwa 

ketidakcukupan penciptaan lapangan kerja serta kualitas 

pekerjaan yang rendah (informalitas, upah rendah) 

adalah penggerak utama meningkatnya tingkat 

kemiskinan ketika pengangguran naik. Oleh karena itu, 

pengurangan pengangguran melalui penciptaan 

pekerjaan yang layak dan kebijakan pasar tenaga kerja 

yang inklusif merupakan kunci untuk menahan dan 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

4. Kesimpulan 

Analisis data panel ASEAN-7 periode 2014 – 2024 

dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan melalui 

pembayaran digital berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan penggunaan 

pembayaran digital cenderung menurunkan kemiskinan 

karena memperluas akses layanan keuangan formal, 

menekan biaya transaksi, dan mendorong aktivitas 

ekonomi kelompok berpendapatan rendah. PDB per 
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kapita berpengaruh negatif dan signifikan, menegaskan 

peran pertumbuhan ekonomi dalam penciptaan kerja, 

peningkatan pendapatan, serta penguatan kapasitas 

fiskal untuk program sosial. Penggunaan ponsel tidak 

berpengaruh signifikan, sehingga kepemilikan ponsel 

belum otomatis terkonversi menjadi produktivitas atau 

akses layanan keuangan digital yang efektif. Tingkat 

pengangguran berpengaruh positif dan sangat signifikan 

terhadap kemiskinan penguatan pasar kerja dan 

penciptaan pekerjaan layak menjadi agenda utama. 

Temuan ini menekankan pentingnya penguatan 

ekosistem keuangan digital yang inklusif, pertumbuhan 

yang berkualitas, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk 

percepatan penurunan kemiskinan berkelanjutan.  
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